LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2013 NOMOR 01

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  sebagaimana telah  diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013;

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin
dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

/2. Undang-............

-2-

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung  jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

/7. Undang-..........
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia ~ Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

/11. Peraturan..............
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11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun

2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

/15.Peraturan.............
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010, tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

/19. Peraturan...........
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19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

20.

21.

22.

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

/23. Peraturan............
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23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

24 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013;

27.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong

Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 03);

/28. Peraturan.............
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28.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 04);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong

Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 03);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong

31.

Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2009-2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2009 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG
dan

BUPATI TABALONG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2013.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013, sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 1.038.627.298.300,00
2. Belanja Rp. 1.076.388.645.005,00
Surplus/(Defisit) (Rp. 37.761.346.705,00)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 60.844.511.317,00
b. Pengeluaran Rp. 23.083.164.612,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 37.761.346.705,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.
65.663.676.410,00

b.

C.

-10 -

Dana Perimbangan sejumlah Rp.
810.078.308.660,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah
Rp. 162.885.313.230,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.
b.
c.

d.

Pajak Daerah sejumlah Rp. 25.723.397.600,00
Retribusi Daerah sejumlah Rp. 17.174.387.610,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sejumlah Rp. 5.265.891.200,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sejumlah Rp. 17.500.000.000,00

ana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
3) D Perimb bagai dimaksud pad
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.

b.

C.

Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 404.996.279.660,00
Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.
405.082.029.000,00

Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 0

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan :

a.
b.
c.

Hibah sejumlah Rp. 100.000.000,00
Dana Darurat sejumlah Rp. O
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.
94.180.979.230,00

. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

Rp. 68.604.334.000,00

. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya sejumlah Rp. O
Dana Penyeimbang Ad Hoc sejumlah Rp. O

/Pasal 3.............



(1)

(2)

(3)
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Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal

1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.
605.967.955.357,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.
470.420.689.648,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 501.633.473.357,00

. Belanja Bunga sejumlah Rp. O

Belanja Subsidi sejumlah Rp. 110.000.000,00

. Belanja Hibah sejumlah Rp. 49.977.186.000,00

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.

13.434.564.000,00

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp.

6.730.600.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah sejumlah
Rp. 32.332.132.000,00

h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.
1.750.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 82.527.963.430,00

oo T

e

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.

173.218.769.020,00
c. Belanja modal sejumlah Rp. 214.673.930.198,00

/Pasal 4.............
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 60.844.511.317,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 23.083.164.612,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp.
7.462.221.084,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. O

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sejumlah Rp. O

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.
53.382.290.233,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
Rp. O

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. O

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. O

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
sejumlah Rp. 20.000.000.000,00

c. Pembayaran  pokok utang sejumlah  Rp.
3.083.164.612,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. O

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri
dari :

/1. Lampiran I............
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1. Lampiran I = Ringkasan APBD;

2. Lampiran I Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran l[II Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

S. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-
golongan dan per-jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun
anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi
daerah.

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong

Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Bupati.

/Pasal 7..............
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Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku terhitung sejak tanggal 01
Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Januari 2013

BUPATI TABALONG,
Cap. ttd.
H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 16 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

- /_7“-_____\—'—-'
H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2013 NOMOR 01



